ANGGARAN DASAR 

APKOMINDO

ASOSIASI PENGUSAHA KOMPUTER INDONESIA

MUKADIMAH

Perkembangan komputerisasi telah sedemikian maju dengan pesatnya, maka sejalan dengan kemajuan teknologi dan kecepatan pembangunan ditanah air, pengelolaan teknologi komputer harus dilakukan secara rasional, konsepsional, dan sistematis berdasarkan pengetahuan mengenai kebutuhan dan kekuatan pasar di Indonesia pada dasarnya dan dunia umumnya.

Disisi lain, kemajuan teknologi di bidang komputer yang semakin canggih harus diimbangi pula dengan adanya hubungan yang serasi diantara sesama pengusaha komputer. Dengan adanya rasa kebersamaan yang mendalam, akan menciptakan komunikasi timbal balik yang lancar dan harmonis sehingga kendala-kendala yang mungkin timbul dapat dihindari sedini mungkin.

Dan dalam rangka meningkatkan komunikasi dan pembinaan hubungan dalam wadah inspirasi dan aspirasi bagi perusahaan dan para pengusaha komputer di Indonesia serta untuk menciptakan dinamika yang sehat bagi pembangunan yang sedang berlangsung, perlu diciptakan iklim yang menjamin pertumbuhan teknologi komputer Nasional umumnya dan kemajuan dunia usaha komputer khususnya.

Maka setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas,  pengusaha pengusaha yang bergerak dibidang komputer dan perangkat penunjangnya, bersepakat untuk membentuk sebuah asosiasi dengan Anggaran Dasar sebagai berikut.

KETENTUAN UMUM

NAMA DAN WAKTU SERTA KEDUDUKAN

1.1 Nama wadah asosiasi ini adalah :

ASOSIASI PENGUSAHA KOMPUTER INDONESIA selanjutnya disingkat APKOMINDO. Didalam bahasa Inggris, diterjemahkan menjadi INDONESIA COMPUTER BUSINESS ASSOCIATION dengan singkatan I C B A.

1.2 Pengusaha dalam Anggaran Dasar ini diartikan sebagai Perusahaan Komputer yang diwakili  oleh seorang Pemilik, Direktur atau Eksekutif dari Perusahaan tersebut.

1.3 APKOMINDO dideklarasikan  di Jakarta pada tanggal 20 September 1991 dan diaktakan pada tanggal  13 Desember 1991; Dan dikukuhkan oleh ANTHONY DJOENARDI SH, notaris di Jakarta dengan Akte No.96 tanggal 21 Februari 1992.

1.4 APKOMINDO merupakan wadah ber-asosiasi Tingkat Nasional di seluruh Indonesia, sesuai kesepakatan pada Munas Luar Biasa APKOMINDO pada tanggal 8-9 Desember 2000 di Yogyakarta.

1.5 APKOMINDO Pusat   berkedudukan di Ibukota negara Republik Indonesia., dan beranggotakan pengusaha komputer yang berdomisili di  Jakarta dan sekitarnya.

1.6 APKOMINDO Daerah  Propinsi  berkedudukan di  Ibu kota Propinsi  dan beranggotakan pengusaha komputer  di Ibukota Propinsi yang bersangkutan .

1.7 APKOMINDO Daerah  Kota /Kabupaten berkedudukan di Kota/Kabupaten dan beranggotakan pengusaha komputer di Kota/Kabupaten yang bersangkutan. 

AZAS DAN LANDASAN

1.8 APKOMINDO berazaskan Pancasila.

1.9 APKOMINDO berlandaskan:

a. Undang-undang dasar 1945 sebagai landasan konstitutional

b. Undang-undang Nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri sebagai landasan struktural

c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APKOMINDO sebagai landasan operasional.

SIFAT DAN IDENTITAS

1.10 APKOMINDO mempunyai sifat independen, tidak berpolitik, tidak berafiliasi dengan golongan dan atau partai politik manapun serta merupakan organisasi yang bersifat Nir Laba.

1.11 Sebagai identitas, APKOMINDO memakai Lambang dan Warna yang sama bagi APKOMINDO Pusat dan Daerah sebagai berikut:

Lambang APKOMINDO berbentuk 2 (dua) ellips yang menggambarkan orbit elektron sebagai simbol elektronika yang bergerak secara terus menerus seperti perkembangan teknologi  informasi dengan bola dunia sebagai inti yang  menggambarkan perkembangan APKOMINDO di Indonesia serta diseluruh Dunia.

1.12 Lambang APKOMINDO dihiasi oleh 3 (tiga) warna:

Merah, biru dan kuning, dimana warna biru menggambarkan teknologi komputer, warna merah menggambarkan perkembangan yang pesat serta warna kuning menggambarkan integritas tinggi dari para anggotanya.

1.13 Secara keseluruhan lambang dan warna APKOMINDO mengisyaratkan:

a. Bahwa APKOMINDO adalah bagian tak terpisahkan dari seluruh rakyat Indonesia dan perkembangan dunia.

b. Bahwa APKOMINDO bertekad untuk menjadi Asosiasi yang berskala Nasional dan diwakili diseluruh wilayah Indonesia

c. APKOMINDO bertekad untuk memberi kontribusi yang maksimal dalam pembangunan bidang teknologi Informasi serta selalu menjunjung etika kerja dengan integritas yang tinggi.

d. Ikut dalam perkembangan serta pemanfaatan Teknologi khususnya Teknologi Komputer, sehingga negara dan bangsa Indonesia dapat menempatkan diri sejajar dengan negara-negara lain didunia

MAKSUD DAN TUJUAN

1.14 APKOMINDO bertujuan untuk menggalang persatuan diantara anggota-anggotanya dan menambah wawasan antar sesama pengusaha.

1.15 APKOMINDO menjadi wadah komunikasi dengan lembaga pemerintah dan swasta, serta berbagai organisasi yang terkait dengan kegiatan APKOMINDO didalam maupun diluar negeri.

1.16 APKOMINDO bermaksud menjadi ajang pertukaran informasi dan menciptakan komunikasi dua arah dan terbuka yang sehat dan dinamis untuk memungkinkan pembinaan dan peningkatan kerjasama diantara sesama anggota.

1.17 APKOMINDO bermaksud menjadi wadah penyaluran inspirasi dan aspirasi serta pendapat setiap anggota, dimana masukan-masukan dan gagasan-gagasan yang disampaikan dapat memberikan hasil positif bagi kebaikan semua anggotanya.

1.18 APKOMINDO berperan serta dalam Pembangunan Nasional

TUGAS-TUGAS POKOK APKOMINDO

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tercantum pada pasal 5 tersebut diatas, maka APKOMINDO mempunyai tugas-tugas pokok sebagai berikut:

1.19 Membina dan mengembangkan rasa kesatuan dan persatuan diantara para        anggotanya.

1.20 Melindungi kepentingan para anggotanya. 

1.21 Membina dan mengembangkan kerjasama yang serasi dan sepadan serta memelihara kerukunan untuk mencegah persaingan yang tidak sehat diantara sesama anggota.

1.22 Menciptakan serta mengembangkan iklim usaha yang dapat meningkatkan peran serta dan profesionalisme anggota dalam Pembangunan Nasional.

1.23 Menyelenggarakan komunikasi dan konsultasi diantara anggota, antara anggota dengan pemerintah dan antara anggota dengan asosiasi/organisasi lain didalam dan diluar negeri, serta dunia usaha pada umumnya.

1.24 Menjalankan usaha arbitrase dan advokasi dalam arti menengahi, mendamaikan dan menyelesaikan perselisihan diantara sesama anggotanya.

1.25 Menyelenggarakan hubungan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan negara Republik Indonesia, badan perekonomian dan badan-badan lain baik ditingkat nasional maupun internasional yang berkaitan dengan dan bermanfaat bagi APKOMINDO.

1.26 Membina anggota untuk menjalankan kode etik usaha sesuai dengan pedoman etika kerja dan usaha APKOMINDO.

1.27 Menjadi mitra pemerintah dalam mengembangkan teknologi informasi.

ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI

1.28 Struktur Organisasi APKOMINDO Terdiri dari :

a. APKOMINDO PUSAT

b. APKOMINDO DAERAH PROPINSI

c. APKOMINDO DAERAH KOTA / KABUPATEN

1.29 Di Ibukota Negara hanya ada satu APKOMINDO PUSAT. Di setiap Propinsi yang bersangkutan hanya ada satu APKOMINDO DAERAH PROPINSI dan demikian pula di setiap Daerah  Kota dan atau Kabupaten yang bersangkutan  hanya ada satu APKOMINDO DAERAH KOTA / KABUPATEN.

1.30 Seluruh organisasi APKOMINDO menganut ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. Sedang Anggaran Rumah Tangga dari APKOMINDO PUSAT dan setiap APKOMINDO DAERAH Propinsi, Kota dan atau Kabupaten dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan khusus masing-masing, selama tidak melanggar Anggaran Dasar ini.

1.31 APKOMINDO PUSAT dan masing-masing APKOMINDO DAERAH, bekerja secara      independent dan mempunyai otonomi  penuh untuk menyusun rencana kerja dan rencana Anggaran Keuangannya masing-masing.

1.32 Hal-hal yang sudah disepakati bersama dalam Musyawarah Nasional dan atau Rapat Kerja Nasional  APKOMINDO dapat dilaksanakan oleh seluruh APKOMINDO.

PERANGKAT ASOSIASI

Perangkat APKOMINDO terdiri dari :

1.33 Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa

1.34 Dewan Kehormatan APKOMINDO Pusat.

1.35 Dewan Pertimbangan APKOMINDO Pusat

1.36 Dewan Pengurus Pusat APKOMINDO disingkat “DPP APKOMINDO” 

1.37 Musyawarah Daerah PROPINSI  dan  Musyawarah Daerah Luar Biasa PROPINSI

1.38 Dewan kehormatan APKOMINDO Daerah Propinsi

1.39 Dewan Pertimbangan APKOMINDO Daerah Propinsi

1.40 Dewan Pengurus Daerah APKOMINDO PROPINSI, disingkat “DPD APKOMINDO disertai nama Propinsi yang bersangkutan”

1.41 Musyawarah Daerah  APKOMINDO DAERAH KOTA / KABUPATEN. Dan Musyawarah Daerah  Luar Biasa APKOMINDO DAERAH KOTA / KABUPATEN

1.42 Dewan Kehormatan APKOMINDO daerah Kota/Kabupaten

1.43 Dewan Pertimbangan APKOMINDO Daerah Kota / Kabupaten 

1.44 Dewan Pengurus Daerah APKOMINDO KOTA / KABUPATEN, disingkat “DPD        APKOMINDO disertai nama Kota / Kabupaten yang bersangkutan”

MUSYAWARAH NASIONAL dan MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA

1.45 Musyawarah Nasional disingkat MUNAS, adalah perangkat APKOMINDO dan merupakan Lembaga tertinggi di dalam tubuh asosiasi untuk :

a. Memilih, Mengangkat Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pertimbangan Asosiasi Pusat serta memberhentikan .

b. Mengesahkan kesepakatan bersama yang bersifat Nasional, tentang  dasar pemikiran,  pelaksanaan kegiatan serta sikap dan budaya APKOMINDO. 

1.46 MUNAS diselenggarakan 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) tahun oleh DPP APKOMINDO dengan mengangkat Panitia Penyelenggara (Organizing Committee) dan Panitia Pengarah (Steering Committee). 

1.47 Peserta Munas terdiri dari :

a. Seluruh anggota Dewan Pertimbangan Pusat dan Daerah

b. Seluruh Anggota Dewan Pengurus Pusat dan Daerah

c. Anggota APKOMINDO Pusat dan Daerah

d. Bagi Peserta yang mewakili DPD Propinsi / Kabupaten / Kota harus mempunyai mandat yang sah

e. Peninjau  dan undangan lainnya.

1.48 Hak suara Munas terdiri dari:

a. DPA Pusat mempunyai sejumlah hak suara yang sama dengan jumlah DPA Daerah yang telah disahkan  

b. DPP mempunyai sejumlah hak suara yang sama dengan jumlah DPD yang telah disahkan 

c. Setiap DPA Propinsi/ Kabupaten, dan atau Kota mempunyai satu hak suara

d. Setiap DPD Propinsi/Kabupaten , dan atau Kota mempunyai satu hak suara

1.49 Khusus dalam hal pemilihan Pengurus DPP maka hak suara dalam Munas sebagai berikut :

a. Setiap anggota APKOMINDO Pusat mempunyai satu hak suara 

b. Setiap DPD,Propinsi/Kabupaten, dan atau Kota dengan mandat yang sah mempunyai                             satu hak suara

1.50 Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila ada hal-hal mendesak yang memerlukan keputusan setingkat Musyawarah Nasional dan diselenggarakan atas permintaan tertulis dari 2/3 jumlah anggota yang mempunyai hak suara.

1.51 MUNASLUB berkaitan  keperluan penyelesaian  hal tentang pembekuan DPP dapat  diselenggarakan oleh dan dengan Surat Keputusan Ketua DPA Pusat  

1.52 Tata Tertib dan cara pengambilan keputusan dalam MUNAS

a. Pengesahan tata Tertib dan acara MUNAS dilaksanakan sebagai agenda pertama dalam MUNAS 

b. Keputusan Hasil MUNAS yang dicapai dengan musyawarah dan mufakat dianggap sah bila sidang memenuhi quorum, yaitu dihadiri oleh sekurang kurangnya separuh ditambah satu dari mereka yang seharusnya hadir serta memiliki hak suara.

c. Apabila didalam MUNAS quorum tidak tercapai, maka Pimpinan Sidang akan menunda Rapat selama sekurang-kurangnya 1 (satu) jam. Setelah penundaan, rapat dibuka kembali, bila masih belum memenuhi quorum maka rapat ditunda  untuk kedua kalinya selama sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) menit. Setelah penundaan kedua quorum masih belum tercapai, maka sidang dianggap sah dan memenuhi quorum dengan jumlah peserta yang hadir pada waktu itu.  

d. Apabila oleh sebab apapun ternyata keputusan berdasarkan musyawarah tidak dapat dicapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

DEWAN KEHORMATAN DAN ANGGOTA KEHORMATAN APKOMINDO PUSAT

9.1
Anggota Kehormatan, adalah para founder dan sesepuh APKOMINDO, para Tokoh Masyarakat dan Pemerintah dan atau para ahli serta tokoh masyarakat, Eksekutif Pemerintahan yang peduli dengan perkembangan industri komputer di Indonesia.  yang kompeten di bidang masing-masing dan  pernah diangkat menjadi Anggota Kehormatan Oleh DPP APKOMINDO.

9.2
Dewan Kehormatan terdiri dari beberapa anggota kehormatan yang dipilih dan ditetapkan  oleh DPP atas pertimbangan DPA. 

9.3
Dewan Kehormatan adalah mereka yang di pilih untuk mendampingi Dewan Pengurus dan bertindak atau berfungsi sebagai Pelindung, Pembina dan lain-lain kedudukan kehormatan dalam Dewan Pengurus.

DEWAN PERTIMBANGAN ASOSIASI PUSAT

1.53 Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pusat diusulkan dan dipilih  pada Munas setelah terbentuknya DPP pada setiap masa kepengurusan baru.

1.54 Masa jabatan DPA sama dengan masa jabatan DPP 

1.55 Jabatan DPA tidak dapat dirangkap.

1.56 Kriteria keanggotaan Dewan Pertimbangan Asosiasi (DPA) sebagai berikut :

a. Terdaftar sebagai anggota yang aktif sekurang-kurangnya 3 tahun dan telah melaksanakan kewajibannya sebagai anggota dengan baik 

b. Dalam pencalonannya harus mendapat dukungan sekurang-kurangnya 10 suara  anggota di dalam Munas.

1.57 Tugas dan kewajiban DPA :

a. Memberikan saran,pertimbangan,arahanan dan masukan kepada DPP APKOMINDO dalam menjalankan program-program kerja APKOMINDO.

b. Melakukan fungsi pengawasan pelaksanaan kegiatan DPP APKOMINDO 

c. Melakukan evaluasi terhadap hasil kerja DPP dalam melaksanakan program kerja APKOMINDO .

1.58 Hak dan Wewenang :

a. Memanggil DPP untuk diminta laporan pelaksanaan progress kerja APKOMINDO

b. Melantik kepengurusan DPP terpilih hasil MUNAS 

c. Membekukan kepengurusan DPP apabila dinilai tidak dapat menjalankan tugas dengan baik dan menyimpang dari Anggaran Dasar./ Anggaran Rumah Tangga APKOMINDO. Keputusan akhir tentang hal ini hanya dapat dilakukan dalam MUNASLUB yang diadakan oleh DPA Pusat khusus untuk keperluan ini.

DEWAN PENGURUS PUSAT

1.59 APKOMINDO Pusat, dijalankan oleh Dewan Pengurus Pusat yang keanggotaannya dipilih dari Anggota Biasa yang berdomisili di Jakarta dan sekurang kurangnya terdiri dari Badan Pengurus Harian, yang terdiri dari: 

a. 1 (satu) orang Ketua Umum

b. 1 (satu) orang Sekretaris Jenderal

c. 1 (satu) orang Bendahara

1.60 Masa kerja dalam jabatan sebagai Dewan Pengurus Pusat adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengesahannya. 

1.61 Jabatan yang sama hanya dapat di pangku sebanyak-banyaknya selama 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

1.62 DPP APKOMINDO mewakili APKOMINDO dalam tugas Nasional untuk berhubungan dengan pihak Pemerintahan dan pihak luar lainnya ditingkat Pusat, sesuai dengan kesepakatan bersama yang sudah digariskan dalam MUNAS APKOMINDO. 

1.63 DPP APKOMINDO berhak mencabut pengesahan DPD yang perlu diperbaiki atau karena terjadi pelanggaran terhadap Anggaran Dasar APKOMINDO. 

1.64 Selanjutnya Tugas dan tanggung jawab DPP  APKOMINDO diatur dalam Anggaran Rumah Tangga APKOMINDO Pusat.

MUSYAWARAH DAERAH PROPINSI DAN MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA PROPINSI

1.65 Musyawarah Daerah Propinsi disingkat MUSDA PROPINSI, adalah perangkat APKOMINDO dan merupakan Lembaga tertinggi ditingkat Propinsi untuk mengesahkan kesepakatan bersama ditingkat Propinsi yang bersangkutan.

1.66 MUSDA Daerah Propinsi diselenggarakan oleh DPD APKOMINDO dengan mengangkat Panitia Penyelenggara (Organizing Committee) dan Panitia Pengarah  (Steering Committee). Masa pelaksanaan Musda daerah Propinsi, ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga DPD Propinsi yang bersangkutan.

1.67 Peserta Musda Propinsi terdiri dari :

a. Seluruh Dewan Pertimbangan Tingkat Propinsi dan Kota / Kabupaten didalam propinsi yang bersangkutan 

b. Seluruh Dewan Pengurus  Daerah Tingkat Propinsi dan Kota / Kabupaten di propinsi yang bersangkutan. 

c. Anggota APKOMINDO Daerah Propinsi, Kota / Kabupaten yang bersangkutan. 

d. Bagi peserta yang mewakili DPD Kota /Kabupaten harus mempunyai mandat yang sah

e. Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Pusat atau Propinsi lain adalah  Peninjau.

f. Peninjau  dan undangan lainnya.

1.68 Hak suara dalam MUSDA PROPINSI terdiri dari :

a. Setiap DPA Propinsi dan Kota / Kabupaten mempunyai satu hak suara

b. DPD Propinsi mempunyai satu suara.

c. Setiap DPD Kota / Kabupaten mempunyai satu suara.  

d. Setiap anggota DPD Propinsi, mempunyai 1 (satu) hak suara.

1.69 Khusus dalam hal pemilihan Pengurus DPD Propinsi yang bersangkutan:  

a. Setiap anggota APKOMINDO Propinsi yang bersangkutan mempunyai satu hak suara. 

b. Setiap DPD Kota / Kabupaten dengan mandat yang sah mempunyai satu suara.

1.70 Musyawarah daerah Luar Biasa Propinsi dapat diselenggarakan apabila ada hal-hal mendesak yang memerlukan keputusan setingkat Musyawarah Nasional dan diselenggarakan atas permintaan tertulis dari 2/3 jumlah anggota di Propinsi yang bersangkutan dan yang punya hak suara . 

1.71 MUSDA Luar Biasa Propinsi  berkaitan  keperluan penyelesaian  hal tentang pembekuan DPD dapat  diselenggarakan oleh dan dengan Surat Keputusan Ketua DPA Propinsi yang bersangkutan.

1.72 Tata Tertib dan cara pengambilan keputusan dalam MUSDA PROPINSI:

a. Pengesahan Tata Tertib dan acara MUSDA dilaksanakan sebagai agenda pertama dalam MUSDA.

b. Keputusan hasil MUSDA PROPINSI dicapai dengan musyawarah dan mufakat dianggap sah bila sidang memenuhi quorum, yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh ditambah satu dari mereka yang seharusnya hadir serta memiliki hak suara.

c. Apabila didalam MUSDA quorum tidak tercapai, maka Pimpinan Sidang akan menunda Rapat selama sekurang-kurangnya 1 (satu) jam. Setelah penundaan, rapat dibuka kembali, bila masih belum memenuhi quorum maka rapat ditunda  untuk kedua kalinya selama sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) menit. Setelah penundaan kedua quorum msih belum tercapai, maka sidang dianggap sah dan memenuhi quorum dengan jumlah peserta yang hadir pada waktu itu.

d. Apabila oleh sebab apapun ternyata keputusan berdasarkan musyarwah tidak dapat dicapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara dan keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah peserta yang terdaftar dan hadir serta memiliki Hak Suara.

DEWAN KEHORMATAN DAN ANGGOTA KEHORMATAN APKOMINDO PROPINSI

1.73 Dewan Kehormatan diangkat oleh DPD Propinsi atas persetujuan DPA Propinsi yang terdiri dari anggota Kehormatan APKOMINDO 

1.74 Anggota Kehormatan, adalah para sesepuh APKOMINDO Daerah Propins, yang bersangkutan, para Tokoh Masyarakat dan Pemerintah dan atau para ahli serta tokoh masyarakat, yang peduli dengan perkembangan industri komputer di Indonesia.  yang kompeten di bidang masing-masing dan diangkat menjadi Anggota Kehormatan.

1.75 Dewan Kehormatan adalah mereka yang di pilih untuk mendampingi Dewan Pengurus dan bertindak atau berfungsi sebagai Pelindung, Pembina dan lain-lain kedudukan kehormatan dalam Dewan Pengurus.

DEWAN PERTIMBANGAN ASOSIASI PROPINSI

1.76 Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Propinsi diusulkan dan dipilih pada Musda Propinsi setelah terbentuknya DPD pada setiap masa kepengurusan baru.

1.77 Masa jabatan DPA sama dengan masa jabatan DPP 

1.78 Jabatan DPA tidak dapat dirangkap.

1.79 Kriteria keanggotaan Dewan Pertimbangan Asosiasi (DPA) sebagai berikut :

a. Terdaftar sebagai anggota yang aktif sekurang-kurangnya satu masa jabatan dan telah melaksanakan kewajibannnya sebagai anggota dengan baik 

b. Dalam pencalonannya harus mendapat dukungan sekurang-kurangnya 5 (lima)  suara  anggota di dalam Musda Ppropinsi.

1.80 Tugas dan kewajiban DPA PROPINSI :

a. Memberikan saran,pertimbangan,arahanan dan masukan kepada DPD APKOMINDO PROPINSI yang bersangkutan dalam menjalankan program-program kerja APKOMINDO PROPINSI

b. Melakukan fungsi pengawasan pelaksanaan kegiatan DPD APKOMINDO PROPINSI

c. Melakukan evaluasi terhadap hasil kerja DPD APKOMINDO PROPINSI dalam melaksanakan program kerja  APKOMINDO .

1.81 Hak dan Wewenang :

a. Melantik kepengurusan DPD terpilih hasil MUSDA PROPINSI

b. Memanggil DPD untuk diminta laporan pelaksanaan progress kerja APKOMINDO PROPINSI yang bersangkutan

c. Membekukan sementara kepengurusan DPD apabila terbukti tidak dapat menjalankan tugas dengan baik dan menyimpang dari Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga APKOMINDO PROPINSI yang bersangkutan. Keputusan akhir tentang hal ini hanya dapat dilakukan dalam MUSDALUB PROPINSI yang diadakan oleh DPA PROPINSI yang bersangkutan khusus untuk keperluan ini.

Pembekuan sementara itu dilakukan berdasarkan keputusan rapat Dewan Pertimbangan yang dihadiri oleh seluruh anggotanya, selama DPD dibekukan maka DPA membentuk caretaker yang terdiri dari anggota APKOMINDO setempat untuk menjalankan kegiatan organisasi.

DEWAN PENGURUS DAERAH PROPINSI

1.82 Dewan Pengurus Daerah Propinsi dipilih dari Anggota Biasa yang berdomisili di Propinsi yang bersangkutan dan dilantik oleh DPA Propinsi, serta dikukuhkan oleh Dewan Pengurus Pusat . 

1.83 Dewan Pengurus Daerah sekurang-kurangnya terdiri dari Badan Pengurus Harian yang terdiri dari:

a. 1 (satu) orang Ketua

b. 1 (satu)orang sekretaris Daerah

c. 1 (satu) orang Bendahara

1.84 Masa kerja dalam jabatan sebagai Dewan Pengurus Daerah diatur dalam Anggaran                                        Rumah Tangga 

1.85 Jabatan yang sama hanya dapat di pangku sebanyak-banyaknya selama 2 (dua) kali masa  jabatan berturut-turut.

1.86 Selanjutnya Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengurus Daerah diatur kemudian di dalam Anggaran Rumah Tangga DPD yang bersangkutan.

MUSYAWARAH DAERAH  DAN  MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA KOTA / KABUPATEN

1.87 Musyawarah Daerah Kota / Kabupaten disingkat MUSDA KOTA/KABUPATEN, adalah perangkat APKOMINDO dan merupakan Lembaga tertinggi ditingkat KOTA / KABUPATEN untuk mengesahkan kesepakatan bersama ditingkat Kota / Kabupaten yang bersangkutan.

1.88 MUSDA Daerah Kota / Kabupaten diselenggarakan oleh DPD APKOMINDO Kota / Kabupaten yang bersangkutan dengan mengangkat Panitia Penyelenggara (Organizing Committee) dan Panitia Pengarah  (Steering Committee). Masa pelaksanaan Musda daerah Kota / Kabupaten, ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga DPD Kota / Kabupaten yang bersangkutan.

1.89 Peserta Musda Kota / Kabupaten terdiri dari :

a. Seluruh anggota Dewan Pertimbangan Kota / Kabupaten yang bersangkutan

b. Seluruh anggota Dewan Pengurus Daerah Kota / Kabupaten yang bersangkutan.

c. Anggota APKOMINDO Daerah Kota / Kabupaten yang bersangkutan. 

d. Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Pusat serta Propinsi yang bersangkutan  dan lainnya adalah peninjau 

e. Peninjau  dan undangan lainnya.

1.90 Hak suara dalam MUSDA KOTA / KABUPATEN, Setiap anggota biasa dari APKOMINDO Kota / Kabupaten yang bersangkutan mempunyai satu suara

1.91 Khusus dalam hal pemilihan Pengurus DPD KOTA / KABUPATEN, setiap anggota biasa dari APKOMINDO Kota / Kabupaten yang bersangkutan mempunyai satu suara. 

1.92 Musyawarah daerah Kota / Kabupaten Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila ada hal-hal mendesak yang  memerlukan keputusan setingkat Musyawarah daerah Kota / Kabupaten dan diselenggarakan atas permintaan tertulis dari 2/3 jumlah anggota di Kota / Kabupaten yang bersangkutan dan yang punya hak suara. 

1.93 MUSDA Luar biasa Kota / Kabupaten berkaitan  keperluan penyelesaian  hal tentang pembekuan DPD Kota / Kabupaten dapat  diselenggarakan oleh dan dengan Surat Keputusan Ketua DPA Kota / Kabupaten yang bersangkutan.

1.94 Tata Tertib dan cara Pengambilan keputusan dalam MUSDA Kota / Kabupaten

1.95 Pengesahan Tata Tertib dan acara MUSDA Kota / Kabupaten dilaksanakan sebagai agenda pertama dalam MUSDA

1.96 Keputusan hasil MUSDA Kota / Kabupaten dicapai dengan musyarawah dan mufakat dianggap sah bila sidang memenuhi quorum, yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh ditambah satu dari mereka yang seharusnya hadir serta memiliki hak suara.

1.97 Apabila didalam MUSDA quorum tidak tercapai, maka Pimpinan Sidang akan menunda Rapat selama sekurang-kurangnya 1 (satu) jam. Setelah penundaan, rapat dibuka kembali, bila masih belum memenuhi quorum maka rapat ditunda  untuk kedua kalinya selama sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) menit. Setelah penundaan kedua quorum msih belum tercapai, maka sidang dianggap sah dan memenuhi quorum dengan jumlah peserta yang hadir pada waktu itu.

1.98 Apabila oleh sebab apapun ternyata keputusan berdasarkan musyawarah tidak dapat dicapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara dan keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah peserta yang terdaftar dan hadir serta memiliki Hak Suara.

1.99 DPD Kota / Kabupaten yang bersangkutan selaku penyelenggara MUSDA Kota / Kabupaten dapat mengusulkan penundaan dan membahas kembali suatu keputusan sebelum dinyatakan sebagai keputusan MUSDA Kota / Kabupaten yang sah dan mengikat.

DEWAN KEHORMATAN DAN ANGGOTA KEHORMATAN APKOMINDO KOTA / KABUPATEN

1.100 Dewan Kehormatan diangkat oleh DPD Kota / Kabupaten atas persetujuan DPA Propinsi yang terdiri dari anggota Kehormatan APKOMINDO 

1.101 Anggota Kehormatan, adalah para sesepuh APKOMINDO Daerah Kota / Kabupaten yang bersangkutan, para Tokoh Masyarakat dan Pemerintah dan atau para ahli serta tokoh masyarakat, yang peduli dengan perkembangan industri komputer di Indonesia.  yang kompeten di bidang masing-masing dan diangkat menjadi Anggota Kehormatan.

1.102 Dewan Kehormatan adalah mereka yang di pilih untuk mendampingi Dewan Pengurus dan bertindak atau berfungsi sebagai Pelindung, Pembina dan lain-lain kedudukan kehormatan dalam Dewan Pengurus.

DEWAN PERTIMBANGAN ASOSIASI KOTA / KABUPATEN 

1.103 Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Kota / Kabupaten diusulkan dan dipilih  pada Musda Kota setelah terbentuknya DPD pada setiap masa kepengurusan baru.

1.104 Masa jabatan DPA sama dengan masa jabatan DPP 

1.105 Jabatan DPA tidak dapat dirangkap.

1.106 Kriteria keanggotaan Dewan Pertimbangan Asosiasi (DPA) sebagai berikut :

a. Terdaftar sebagai anggota yang aktif sekurang-kurangnya satu masa jabatan dan telah melaksanakan kewajibannnya sebagai anggota dengan baik 

b. Dalam pencalonannya harus mendapat dukungan sekurang-kurangnya 5 (lima)   anggota di dalam Musda Kota / Kabupaten

1.107 Tugas dan kewajiban DPA KOTA / KABUPATEN :

a. Melakukan fungsi pengawasan pelaksanaan kegiatan DPD APKOMINDO PROPINSI

b. Melakukan evaluasi terhadap hasil kerja DPD APKOMINDO PROPINSI dalam melaksanakan program kerja APKOMINDO.

1.108 Hak dan Wewenang :

a. Memanggil DPD untuk diminta laporan pelaksanaan progress kerja APKOMINDO KOTA / KABUPATEN yang bersangkutan.

b. Melantik kepengurusan DPD terpilih hasil MUSDA KOTA / KABUPATEN

c. Membekukan sementara kepengurusan DPD apabila terbukti tidak dapat menjalankan tugas dengan baik dan menyimpang dari Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga APKOMINDO KOTA/KABUPATEN yang bersangkutan. Keputusan akhir tentang hal ini hanya dapat dilakukan dalam MUSDALUB KOTA/KABUPATEN yang diadakan oleh DPA KOTA/KABUPATEN yang bersangkutan khusus untuk keperluan ini.

Pembekuan sementara itu dilakukan berdasarkan keputusan rapat Dewan Pertimbangan yang dihadiri oleh seluruh anggotanya, selama DPD dibekukan maka DPA membentuk caretaker yang terdiri dari anggota APKOMINDO setempat untuk menjalankan kegiatan organisasi.

DEWAN PENGURUS DAERAH KOTA / KABUPATEN

1.109 Dewan Pengurus Daerah Kota / Kabupaten dipilih dari Anggota Biasa yang berdomisili dan berusaha di Kota / Kabupaten yang bersangkutan dan dilantik oleh DPA Kota / Kabupaten, serta dikukuhkan oleh Dewan Pengurus Daerah setempat serta Dewan Pengurus Pusat.

1.110 Dewan Pengurus Daerah sekurang-kurangnya terdiri dari Badan Pengurus Harian yang terdiri dari:

a. 1 (satu) orang Ketua

b. 1 (satu)orang sekretaris Daerah

c. 1 (satu) orang Bendahara

1.111 Masa kerja dalam jabatan sebagai Dewan Pengurus Daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga 

1.112 Jabatan yang sama hanya dapat di pangku sebanyak-banyaknya selama 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

1.113 Selanjutnya Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengurus Daerah diatur kemudian di dalam Anggaran Rumah Tangga DPD yang bersangkutan.

BADAN PELAKSANA HARIAN (EKSEKUTIF)

1.114 Badan Pelaksana Harian di bentuk oleh Dewan Pengurus bilamana dianggap perlu untuk melaksanakan tugas administratif dan kegiatan lainnya. 

1.115 Terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Direktur Eksekutif dan atau seorang Sekretaris Eksekutif.

1.116 Tugas dan tanggung jawabnya diatur kemudian di dalam Anggaran Rumah Tangga.

1.117 Bilamana Badan Pelaksana Harian (eksekutif) belum terbentuk, maka tugas Dewan Pengurus dilaksanakan oleh Badan Pengurus.

PEMBENTUKAN APKOMINDO YANG BARU DI DAERAH

1.118 Bila jumlah Pengusaha Komputer disuatu Daerah telah mencapai sekurang-kurangnya 9 (sembilan) pengusaha atau dianggap telah cukup untuk bergabung dan membentuk Asosiasi dengan cara pembentukan yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar APKOMINDO dan bermaksud bergabung dengan APKOMINDO serta bersedia mempunyai dan mematuhi Anggaran Dasar yang satu dan sama; Dapat mengajukan permintaan untuk disahkan menjadi APKOMINDO DAERAH. 

1.119 APKOMINDO PUSAT mengesahkan dengan memberikan Surat Pengukuhan bagi DPD APKOMINDO DAERAH yang bersangkutan. 

1.120 Pembentukan Asosiasi harus dengan mengajak semua Pengusaha yang berdomisili di Daerah yang bersangkutan, hal mana dapat dibuktikan dengan upaya untuk memberitahu dan mengundang melalui pemasangan iklan dan atau cara lain, melalui berbagai fasilitas Mass Media yang ada di Daerah tersebut. 

1.121 Pengusaha Komputer yang berdomisili disuatu Kota / Kabupaten  dimana belum terbentuk APKOMINDO DAERAH-nya, dapat bergabung sebagai anggota dari APKOMINDO DAERAH PROPINSI dimana pengusaha tersebut berdomisili. Atau bila APKOMINDO DAERAH PROPINSI nya juga belum terbentuk, bergabung dengan APKOMINDO PUSAT atau APKOMINDO DAERAH yang berdekatan, dipilih mana yang lebih memudahkan dalam berkomunikasi serta melaksanakan kegiatannya.

1.122 Pengusaha Komputer yang berdomisili disuatu Ibu Kota Propinsi, dimana belum terbentuk APKOMINDO DAERAH-nya, dapat bergabung sebagai anggota dari APKOMINDO PUSAT atau APKOMINDO DAERAH yang berdekatan, dipilih mana yang lebih memudahkan dalam berkomunikasi serta melaksanakan kegiatannya.

1.123 Pada pembentukan pertama, Dewan Pengurus dan Dewan Pertimbangan dibentuk pada waktu yang bersamaan dan dipilih dari dan oleh anggota asosiasi yang bersangkutan.

TATA CARA UNTUK MEMILIH DEWAN PERTIMBANGAN PUSAT

Pemilihan Dewan Pertimbangan PUSAT untuk menggantikan Dewan Pertimbangan PUSAT yang telah selesai masa jabatannya dilakukan dengan prosedure sebagai berikut:

1.124 Calon untuk menjadi Anggota Dewan Pertimbangan PUSAT diusulkan oleh Anggota APKOMINDO PUSAT

1.125 Dalam pencalonannya setiap calon harus mendapat dukungan dari sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota dan bersedia untuk tidak merangkap jabatan lain dalam kepengurusan di APKOMINDO bila terpilih sebagai Dewan Pertimbangan.Pusat

1.126 Syarat untuk menjadi Dewan Pertimbangan Pusat:

a. Telah menjadi anggota aktif sekurang-kurangnya dalam satu  masa jabatan kepengurusan 

b. Pernah menjadi pengurus APKOMINDO Pusat.

c. Mempunyai reputasi yang baik

1.127 Dalam hal pembentukan pengurus yang baru untuk pertama kalinya pengaturannya                      disesuaikan dengan keadaan.

1.128 Dewan pertimbangan Pusat yang telah terpilih, kemudian disahkan oleh rapat pleno Musyawarah Nasional. 

TATA CARA UNTUK MEMILIH DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH

Pemilihan Dewan Pertimbangan Daerah untuk menggantikan Dewan Pertimbangan Daerah yang telah selesai masa jabatannya dilakukan dengan prosedure sebagai berikut:

1.129 Calon untuk menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Daerah diusulkan oleh Anggota Daerah yang bersangkutan.

1.130 Dalam pencalonannya setiap calon harus mendapat dukungan dari sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota  daerah yang bersangkutan dan bersedia untuk tidak merangkap jabatan lain dalam kepengurusan di APKOMINDO  bila terpilih sebagai Dewan Pertimbangan.Daerah yang bersangkutan.

1.131 Syarat untuk menjadi Dewan Pertimbangan Daerah:

a. Telah menjadi anggota aktif sekurang-kurangnya dalam satu  masa jabatan kepengurusan. 

b. Pernah menjadi pengurus APKOMINDO Daerah yang bersangkutan

c. Mempunyai reputasi yang baik

1.132 Dalam hal pembentukan pengurus yang baru untuk pertama kalinya pengaturannya                      disesuaikan dengan keadaan.

Dewan Pertimbangan Daerah yang telah terpilih, kemudian disahkan oleh rapat pleno Musyawarah Daerah yang bersangkutan.

TATA CARA PEMILIHAN DEWAN PENGURUS PUSAT

1.133 Dewan Pengurus Pusat dipilih dan ditetapkan dalam MUNAS melalui sistim formatur yang anggotanya sekurang-kurangnya 5 dan sebanyak-banyaknya 7 orang dan harus ganjil jumlahnya.

1.134 Pemilihan formatur dilaksanakan dengan cara musyawarah dan mufakat melalui forum MUNAS

1.135 Apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan,  maka forum MUNAS akan memilih formatur dengan cara pemungutan suara dan pimpinan sidang wajib membimbing jalannya pemungutan suara dengan tertib.

1.136 Setelah Dewan Pengurus Pusat yang habis masa jabatannya menyampaikan laporan pertanggung jawabannya dan sebelum Dewan Pengurus Pusat yang baru dipilh dan ditetapkan oleh Formatur, maka pimpinan sidang berada pada anggota biasa yang ditunjuk oleh forum MUNAS sebanyak-banyaknya terdiri atas :

a. 1(satu) orang Pimpinan Sidang

b. 1(satu) orang Sekretaris Sidang

1.137 Sementara itu Dewan Pengurus Pusat dinyatakan demisioner

1.138 Setelah Formatur memilih dan menetapkan Dewan Pengurus Pusat yang baru dan sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum , Sekretaris Jenderal dan Bendahara,  maka pimpinan sidang menyerahkan pimpinan sidang kepada Dewan Pengurus yang baru.

1.139 Anggota Dewan Pengurus pusat sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Warga negara Republik Indonesia yang sah 

b. Pemilik/Direktur/Eksekutif dari perusahaan yang menjadi anggota biasa APKOMINDO Pusat dan dinilai cukup berhasil dalam menjalankan usahanya atau profesinya 

c. Memiliki kredibilitas dan melaksanakan kewajibannya sebagai Anggota APKOMINDO yang baik dan telah menjadi anggota APKOMINDO minimal 3 (tiga) tahun 

d. Memiliki hubungan kerja yang baik dan tertib dengan sesama Anggota serta Badan/Lembaga/Instansi Pemerintah dan Swasta yang terkait

e. Tidak cacat hukum, memiliki dedikasi dan komitmen kepada APKOMINDO

f. Bertempat tinggal dan berusaha di Jakarta.

1.140 Seorang anggota Dewan Pengurus Pusat hanya diperkenankan memangku jabatan yang sama sebanyak-banyaknya dalam 2 (dua) masa kerja kepengurusan; satu masa kerja kepengurusan adalah selama 3 (tiga) tahun.

TATA CARA PEMILIHAN DEWAN PENGURUS DAERAH

1.141 Dewan Pengurus Daerah  dipilih dan ditetapkan dalam MUSDA yang bersangkutan melalui sistim formatur yang anggotanya sekurang-kurangnya 5 dan sebanyak-banyaknya 7 orang dan harus ganjil jumlahnya.

1.142 Pemilihan Formatur dilaksanakan dengan cara musyawarah dan mufakat melalui Forum MUSDA yang bersangkutan.

1.143 Apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, maka forum MUSDA akan memilih formatur dengan cara pemungutan suara dan pimpinan sidang wajib membimbing jalannya pemungutan suara dengan tertib.

1.144 Setelah Dewan Pengurus Daerah  yang habis masa jabatannya menyampaikan laporan pertanggung jawabannya dan sebelum Dewan Pengurus Daerah yang baru dipilh dan ditetapkan oleh Formatur, maka pimpinan sidang berada pada anggota biasa yang ditunjuk oleh forum MUSDA sebanyak-banyaknya terdiri atas :

a. 1(satu) orang Pimpinan Sidang

b. 1(satu) orang Sekretaris Sidang

1.145 Sementara itu Dewan Pengurus Daerah dinyatakan demisioner

1.146 Setelah Formatur memilih dan menetapkan Dewan Pengurus Daerah yang baru dan sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum , Sekretaris Jenderal dan Bendahara,  maka pimpinan sidang menyerahkan pimpinan sidang kepada Dewan Pengurus yang baru.

1.147 Anggota Dewan Pengurus Daerah  sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Warga negara Republik Indonesia yang sah 

b. Pemilik/Direktur/Eksekutif dari perusahaan yang menjadi anggota biasa APKOMINDO Daerah yang bersangkutan dan dinilai cukup berhasil dalam menjalankan usahanya atau profesinya 

c. Memiliki kredibilitas dan melaksanakan kewajibannya sebagai Anggota APKOMINDO yang baik dan telah menjadi anggota APKOMINDO minimal satu masa kerja kepengurusan. 

d. Memiliki hubungan kerja yang baik dan tertib dengan sesama Anggota serta Badan/Lembaga/Instansi Pemerintah dan Swasta yang terkait

e. Tidak mempunyai cacat hukum, memiliki dedikasi dan komitmen kepada APKOMINDO

f. Bertempat tinggal dan berusaha di Daerah yang bersangkutan.

1.148 Seorang anggota Dewan Pengurus Daerah hanya diperkenankan memangku jabatan yang sama sebanyak-banyaknya dalam 2 (dua) masa kerja kepengurusan.

FORUM PERTEMUAN DAN RAPAT RAPAT LAINNYA

RAPAT KERJA TAHUNAN DEWAN PENGURUS PUSAT ATAU DAERAH

1.149 Rapat Kerja Dewan Pengurus Pusat atau Daerah diselenggarakan oleh DPP atau DPD yang bersangkutan .

1.150 Rapat diadakan sekali dalam setahun sebelum diselenggarakannya RAPAT KERJA TAHUNAN NASIONAL DEWAN PENGURUS APKOMINDO

1.151 Rapat dihadiri oleh Dewan Kehormatan, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus secara lengkap.

1.152 Dalam rapat ini dilakukan evaluasi hasil kerja tahunan sebelumnya dan disusun rencana kerja tahun berikutnya,

1.153 Khusus dalam tahun pertama masa bakti Dewan Pengurus yang baru, rapat dapat mengundang anggota Dewan Pengurus masa bakti sebelumnya.

RAPAT KERJA TAHUNAN NASIONAL DEWAN PENGURUS APKOMINDO

1.154 Rapat Kerja Tahunan Nasional dewan Pengurus APKOMINDO diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat atau oleh DPD yang diberi mandat oleh DPP untuk melaksanakannya.

1.155 Rapat diadakan satu kali dalam setahun.

1.156 Rapat dihadiri oleh Dewan kehormatan, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus dari Pusat serta semua Daerah.

1.157 Setiap Dewan mempunyai satu hak suara.

1.158 Dalam rapat ini dilakukan evaluasi hasil kerja tahun sebelumnya dan disusun rencana kerja tahun berikutnya.

RAPAT RAPAT LAIN

1.159 Rapat rapat lain yang diselenggarakan oleh badan/tim/kelompok kerja/panitia yang dibentuk oleh Dewan Pengurus diatur secara khusus

1.160 Tata cara pelaksanaan dan bahan diatur secara tersendiri oleh masing-masing badan/tim/kelompok kerja/panitia, sesuai kebutuhannya.

1.161 Hasil rapat disampaikan kepada Dewan pengurus yang bersangkutan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sesudah rapat berakhir.

KEANGGOTAAN

KRITERIA DAN SYARAT KEANGGOTAAN

1.162 Anggota APKOMINDO adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha komputer dan perlengkapannya serta jasa Informatika lain yang terkait, yang memiliki perijinan usaha yang resmi dan sah, sebagaimana diatur dalam peraturan dan Undang-Undang Republik Indonesia; Diwakili oleh pemilik / direktur / eksekutif dari perusahaan tersebut. Pribadi yang mewakili dan perusahaannya merupakan suatu kesatuan yang saling mengikat, karenanya APKOMINDO merupakan asosiasi dari perusahaan dibidang komputer dan bukan semata-mata asosiasi perseorangan yang menjadi usahawan dibidang komputer.

1.163 Anggota APKOMINDO terdiri atas:

a.
Anggota Biasa

b.
Anggota Luar Biasa

c. Anggota Kehormatan

1.164 Yang dimaksudkan dengan anggota biasa adalah pemilik / direktur / eksekutif prusahaan-perusahaan sebagai mana disebutkan didalam pasal 29 butir 29.1 dan memenuhi seluruh kriteria dan persyaratan untuk menjadi anggota APKOMINDO.

1.165 Yang dimaksud dengan anggota luar biasa adalah pemilik / direktur / eksekutif perusahaan-perusahaan sebagai mana disebutkan didalam pasal 29 butir 29.1 yang tidak dan atau belum memenuhi seluruh kriteria keanggotaan APKOMINDO, tetapi berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh seluruh anggota, oleh Dewan Pengurus ditetapkan untuk diterima sebagai anggota luar biasa. Bagi anggota luar biasa yang telah memenuhi semua persyaratan penerimaan anggota akan diangkat menjadi anggota biasa. 

1.166 Yang dimaksudkan dengan Anggota Kehormatan adalah tokoh pribadi / perorangan, pejabat pemerintah, organisasi/badan/institusi yang dianggap berjasa dan atau turut memajukan organisasi berdasarkan kriteria-kriteria yang diatur kemudian di dalam Anggaran Rumah Tangga.

PENGESAHAN KEANGGOTAAN

1.167 Calon Anggota mengajukan permohonan dengan mengisi formulir untuk menjadi anggota kepada Dewan Pengurus APKOMINDO dimana calon anggota berdomisili atau sesuai dengan pasal 23 Anggaran Dasar ini. 

1.168 Permohonan  disertai dengan semua kelengkapan dan copy dari surat-surat perijinan bagi badan usaha yang sah dan telah dimiliki selama ini. 

1.169 Pemohon harus mempunyai dukungan / referensi dari sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota APKOMINDO yang bersangkutan.

1.170 Keanggotaan calon anggota disahkan oleh Dewan Pengurus, diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal masing-masing ditingkat yang bersangkutan.

1.171 Besarnya uang pangkal dan uang iuran,  diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

1.172 Anggota Biasa mempunyai hak bicara, hak suara, dan hak dipilih yang diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tentang perangkat Asosiasi.  

1.173 Anggota Luar Biasa hanya mempunyai hak bicara, tidak memiliki Hak suara dan Hak dipilih.

1.174 Anggota kehormatan yang bukan anggota APKOMINDO hanya mempunyai hak bicara.

1.175 Anggota dapat memperoleh bantuan dan perlindungan dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya sesuai dengan hukum yang berlaku dan sebatas ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

1.176 Anggota berhak mengikuti semua kegiatan dan rapat serta pertemuan..

1.177 Anggota biasa berhak melalui Musyawarah Nasional atau Musyawarah Daerah dimana anggota berdomisili, menilai pelaksanaan tugas pengurus dan meminta pertanggung-jawaban pengurus.

1.178 Anggota diwajibkan menjunjung tinggi, memelihara dan mentaati ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

1.179 Anggota wajib turut menjaga nama baik APKOMINDO dan memperjuangkan tercapainya tujuan APKOMINDO.

1.180 Hak dan kewajiban lainnya di uraikan di dalam Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus.ditingkat masing-masing.

HILANGNYA KEANGGOTAAN

Setiap Anggota dapat hilang keanggotaannya :

a. Mengundurkan diri atas kemauannya sendiri.

b. Karena ijin usaha Perusahaan yang diwakilinya dicabut oleh pemerintah atau dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan.

c. Karena yang bersangkutan menghentikan usahanya atau menutup perusahaannya atau tidak dapat lagi mewakili perusahaannya dalam keanggotaan APKOMINDO.

d. Apabila setelah 3(tiga) kali diperingatkan secara tertulis dan terus menerus, yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban membayar iuran bulanan keanggotaan dan kewajiban-kewajiban sejenis lainnya.

e. Apabila yang bersangkutan merugikan atau mencemarkan nama baik APKOMINDO.

f. Apabila yang bersangkutan terlibat dalam kegiatan yang dilarang pemerintah dan dinyatakan berstatus terhukum oleh keputusan pengadilan.

g. Ketentuan-ketentuan lain yang diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

ASSET DAN KEKAYAAN APKOMINDO

BENTUK ASET DAN KEKAYAAN APKOMINDO 

Asset dan Kekayaan APKOMINDO diatur oleh DPP dan DPD masing-masing yang bersangkutan sesuai dengan pasal 6 butir 6.4 dan terdiri dari:

h. Uang tunai, saldo bank dan surat-surat berharga lainnya

i. Barang bergerak maupun tidak bergerak yang terdaftar dan tercatat sebagai milik APKOMINDO yang bersangkutan.

j. Aset dan Kekayaan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)

k. Hutang piutang.

l. Pendapatan lain-lain yang sah.

SUMBER ASET DAN KEKAYAAN

Sumber Aset dan Kekayaan berasal dari:

m. Uang pangkal Anggota

n. Uang Iuran Bulanan Anggota

o. Konstribusi kegiatan Anggota.

p. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dan sah.

q. Pembelian/Penjualan barang bergerak maupun tidak bergerak secara sah.

r. Aset dan Kekayaan HAKI

PENUTUP

PERUBAHAN/PENYEMPURNAAN 

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

1.181 Perubahan dan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APKOMINDO untuk pertama kalinya dilakukan atas keputusan Musyawarah Nasional Anggota pada tanggal 17 Januari 1995.

1.182 Perubahan dan Penyempurnaan Anggaran Dasar untuk kedua kalinya dilakukan oleh Munas APKOMINDO pada tanggal 8-9 Desember 2000 dan disahkan pada Musyawarah Nasional pada tanggal…….          Di Jakarta. 

1.183 Selanjutnya perubahan dan penyempurnaan Anggaran Dasar dapat dilakukan dengan cara menyampaikan usulan kepada Dewan Pengurus Pusat untuk dibawakan dalam agenda utama dalam sebuah MUNASLUB yang khusus diadakan untuk keperluan perubahan Anggaran Dasar.

1.184 Selanjutnya perubahan dan penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga DPP hanya dapat dilakukan dalam suatu Musyawarah Nasional Luar Biasa yang khusus diadakan untuk maksud tersebut dan untuk Anggaran Rumah Tangga Daerah, perubahan dan penyempurnaan  hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Daerah Luar Biasa yang diadakan khusus untuk maksud tersebut. 

PEMBUBARAN ASOSIASI

1.185 APKOMINDO hanya dapat dibubarkan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa yang dilaksanakan khusus untuk maksud ini. 

1.186 Hal-hal yang menyangkut pembubaran tersebut akan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga masing-masing.

PERATURAN PELAKSANAAN

1.187 Pelaksanaan lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan di dalam Anggaran Dasar ini diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga atau dalam bentuk ketetapan bersama atau keputusan yang dibuat sebagai hasil dari suatu Musyawarah Nasional.

1.188 Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga akan diatur kemudian oleh Dewan Pengurus Pusat dan Daerah melalui ketetapan dan keputusan-keputusan yang mengacu pada ketentuan-ketentuan di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

1.189 Dewan Pengurus Daerah, bersifat otonomi, berhak menyusun dan menetapkan Anggaran Rumah Tangga masing-masing, yang tidak bertentangan dengan isi yang tersurat dan tersirat didalam Anggaran Dasar ini.

Ditetapkan :

Pada tanggal 21  April 2002

Waktu : 03.00 WIB

HOTEL IBIS MANGGA DUA

JAKARTA

Oleh

DEWAN PENGURUS PUSAT 

ASOSIASI PENGUSAHA KOMPUTER INDONESIA

ATAS WEWENANG DAN KEPUTUSAN 

MUSYAWARAH NASIONAL

ASOSIASI PENGUSAHA KOMPUTER INDONESIA

Jakarta, 22 April 2002

No.
: 40/APKOMINDO/IV/02

Lamp.
: Anggaran Dasar

Hal
: Draft Perubahan Anggaran Dasar APKOMINDO


Kepada Yth.:


Seluruh DPD dan DPP APKOMINDO


Di Tempat


Dengan hormat,

Bersama surat ini kami ingin menyampaikan Perubahan Anggaran Dasar APKOMINDO  yang telah ditetapkan bersama dalam MUNAS Ke IV APKOMINDO yang diselenggarakan pada tanggal 21 April 2002 di Hotel Ibis Mangga Dua Jakarta pada Jam : 02.30.

Print out AD APKOMINDO tersebut di hasilkan dari perbaikan terhadap konsep yang sudah di koreksi pada saat MUNAS dan ditandatangani bersama sebagai pegangan dan dokumen asli APKOMINDO.

Mengingat pada saat dilakukan koreksi suasana dan waktu sudah larut maka mungkin masih ada kekurangan atau kelebihan dalam pengetikan maupun tata bahasanya, oleh karena itu kami sangat mengharapkan koreksinya sehingga kami dapat segera memperbaikinya.

Dan setelah dikoreksi kami mohon untuk di kirimkan kembali kepada kami sehingga  kami dapat perbanyak (cetak).

Demikianlah kiranya yang ingin kami sampaikan kepada seluruh DPD/DPP APKOMINDO atas perhatian serta kerjasamannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

Ir. Nana Osay

Ketua Steering Committee

Konsep Perubahan AD APKOMINDO – Feb 2002 
   
hal 24 dari 24

